BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis akan menyimpulkan 2

(dua) hal yang menjadi jawaban atas permasalahan dari penelitian ini. Pertama,
RUU HIP tidak mendukung Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia.
Hal ini karena RUU HIP dirancang dengan berpedoman pada Pancasila 1 Juni 1945
dan bukan pada Pancasila 18 Agustus 1945. Dengan berpedoman pada Pancasila 1
Juni 1945, maka RUU HIP bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur
mengenai Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia.

Pengaturan mengenai Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm ini diatur
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan
sumber segala sumber hukum negara. Ketentuan mengenai substansi dari Pancasila
dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pancasila
yang dimaksud adalah Pancasila yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 alinea keempat yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pasal 2 ini
mengatur bahwa Pancasila yang menjadi Staatsfundamentalnorm Indonesia adalah
Pancasila 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945.

Pendapat mengenai RUU HIP berpedoman pada Pancasila 1 Juni 1945 dan
bukan Pancasila 18 Agustus 1945 disimpulkan oleh penulis dengan mengacu pada
fakta bahwa RUU HIP dibuat atas usulan dari Fraksi PDIP di Badan Legislasi DPR,
dimana PDIP sendiri adalah partai ideologis dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945.
Jejak Pancasila 1 Juni 1945 dalam substansi RUU HIP dapat dilihat dari apa yang
tercantum dalam Pasal 7 RUU HIP yang di dalamnya mengatur mengenai Trisila

dan Ekasila.
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Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa RUU HIP tidak mendukung
Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia karena dirancang meng-
gunakan Pancasila yang tidak diakui oleh negara dan tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur mengenai Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm
Indonesia.

Menyambung dari apa yang sudah diuraikan di atas, penulis akan masuk ke
dalam jawaban atas permasalahan penelitian yang kedua, yaitu bahwa RUU HIP
perlu dibatalkan. Alasan penulis berpendapat bahwa RUU HIP perlu dibatalkan
adalah selain karena RUU HIP tidak mendukung Pancasila sebagai
Staatsfundamentalnorm Indonesia, juga karena pertimbangan atas dampak yang
dapat ditimbulkan apabila RUU HIP disahkan. Mengesahkan RUU HIP akan
berdampak pada sistem peraturan perundang-undangan karena dalam substansi
RUU HIP terdapat penjabaran mengenai Pancasila yang merupakan sumber hukum
itu sendiri, dan Pancasila yang dimaksud pun bukanlah Pancasila yang diakui oleh
negara. Selain itu, mengesahkan RUU HIP juga akan membangkitkan sensitivitas
publik karena adanya perbedaan ideologi dan adanya pandangan akan ancaman
sekularisme.

Dampak dari disahkannya RUU HIP ini harus ditanggapi dengan serius
karena hal ini menyangkut ideologi negara, Pancasila, yang merupakan sumber dari
segala sumber hukum atau Staatsfundamentalnorm Indonesia. Mengesahkan
undang-undang yang dapat mengacaukan sistem peraturan perundang-undangan
adalah sesuatu yang sangat harus dihindari. Membangkitkan sensitivitas publik juga
bukan suatu tindakan yang pintar karena dapat memecah belah masyarakat
Indonesia dan merusak hubungan serta kepercayaan masyarakat Indonesia kepada
pemerintah. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa RUU HIP perlu dibatalkan
karena mengesahkan RUU HIP akan menimbulkan lebih banyak kerugian
dibandingkan dengan manfaat yang dapat dirasakan apabila RUU HIP disahkan.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, saran yang dapat diberikan oleh penulis

antara lain:

1. RUU HIP perlu dibatalkan agar tidak mengacaukan sistem peraturan
perundang-undangan yang ada dan demi mencegah adanya pertarungan
ideologi;

2. lde-ide untuk mengatur mengenai penjabaran nilai-nilai Pancasila selain
yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 untuk ke
depannya juga sebaiknya tidak ada lagi karena Pancasila merupakan
Staatsfundamentalnorm Indonesia dan menjabarkan Pancasila dengan
undang-undang sama saja menurunkan nilai Pancasila sebagai sumber
segala sumber hukum negara;

3. Membuat aturan baru mengenai pembangunan nasional tidak diperlukan
karena sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);

4. Menguatkan kelembagaan BPIP dengan undang-undang juga tidak
diperlukan karena keberadaan dan tugas-tugas BPIP sebagai sistem
pendukung kerja Presiden sudah cukup dengan apa yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila.
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